
 

 
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

 NOMOR 32 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Struktural 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), mutasi maupun promosi 

jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan, maka perlu dilakukan 

perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025; 

b.  bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 38/PK.01-

BA/7405/4/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Perubahan 

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe 

Selatan Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Konawe Selatan telah melakukan perubahan Struktur 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 

2025; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan 

tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2025 

tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Konawe Selatan;   

 

SALINAN 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 20l4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6863);  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

jdih.kpu.go.id/sultra/konsel



 - 3 - 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa 

Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); 

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 15 

TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA 

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN. 

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I Struktur Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA  :  Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu 

mengubah nama jenis jabatan pejabat administrasi. 

KETIGA  :  Menetapkan perubahan Lampiran III Susunan Personil Struktur 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEEMPAT : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu 

mengubah susunan personil dan nama jenis jabatan pejabat 

administrasi. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di  Andoolo 

 pada tanggal  6 Mei 2025 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

 

EKO HASMAWAN BASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum, 
 
 
 
 
Gusti Ngurah Wiradana 

 

 

ttd. 
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LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR 32 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TAHUN 2025 

 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN 

TAHUN 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

 

EKO HASMAWAN BASO 

 

 

ttd. 

PEMBINA 
Ketua dan Anggota  

KPU Kabupaten Konawe Selatan 

 

TIM PERTIMBANGAN 
● Anggota KPU Divisi 

Sosialisasi, Pendidikan 
Pemilih, Partisipasi 
Masyarakat dan SDM  

● Sekretaris KPU Kabupaten 
Konawe Selatan 

● Kasubbag Partisipasi, 
Hubungan Masyarakat, dan 
SDM  

 

ATASAN PPID 
Sekretaris  

KPU Kabupaten Konawe Selatan 

 

PPID 
Kasubbag Partisipasi, Hubungan 

Masyarakat, dan SDM 

TIM PENGHUBUNG 
Sub Bagian Sekretariat  

KPU Kabupaten Konawe Selatan 

 

PETUGAS  
PELAYANAN INFORMASI 

Ditunjuk oleh Atasan PPID 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 

Pemilu dan Hukum, 
 
 
 
 
Gusti Ngurah Wiradana 
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LAMPIRAN III 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN 

NOMOR 32 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI 

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE 

SELATAN TAHUN 2025 

 

 

SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN 

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  

KONAWE SELATAN TAHUN 2025 

NO NAMA JABATAN 
JABATAN DALAM 

STRUKTUR 

1 Eko Hasmawan Baso  Ketua KPU  
Kabupaten Konawe Selatan   

Pembina 
 

2 Anton Roberto Anggota KPU  
Kabupaten Konawe Selatan  

3 Sahabuddin Anggota KPU  
Kabupaten Konawe Selatan  

4 Arjono Anggota KPU  
Kabupaten Konawe Selatan  

5 La Ode Darman Anggota KPU   
Kabupaten Konawe Selatan 

Tim Pertimbangan 
6 Noorchayaty Ningsih Sekretaris KPU  

Kabupaten Konawe Selatan 

7 Yusran. S Kasubbag Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, dan 

SDM  

8 Noorchayaty Ningsih Sekretaris KPU 
Kabupaten Konawe Selatan 

Atasan PPID 

9 Yusran. S Kasubbag Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, dan 

SDM  

 

Pejabat Pengelola 
Informasi 

dan Dokumentasi 
(PPID) 

10 Isar Makati Staf Sub Bagian Perencanaan, 
Data dan Informasi 

Tim Penghubung 

11 Asisnur Staf Sub Bagian Keuangan, 
Umum dan Logistik 

12 Ilham Alihi Sinta Staf Sub Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

13 Mardin Staf Sub Bagian Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, dan 

SDM 
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NO 
NAMA JABATAN 

JABATAN DALAM 

STRUKTUR 

14 Magodallah Posad Staf Sub Bagian Perencanaan, 
Data dan Informasi 

Petugas Pelayanan 
Informasi 

15 Hesmina Puspita Sari Staf Sub Bagian Keuangan, 

Umum dan Logistik 

16 Erlina Staf Sub Bagian Teknis 
Penyelenggaraan Pemilu dan 

Hukum 

17 Lisran Staf Sub Bagian Partisipasi, 

Hubungan Masyarakat, dan 

SDM 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN KONAWE SELATAN, 

 

 

 

EKO HASMAWAN BASO 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN KONAWE SELATAN 
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum, 
 
 
 
 
Gusti Ngurah Wiradana 

 

 

ttd. 
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